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A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis sampaikan pada
bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis ini sebagai
Negara yang berdaulat atas wilayah lautnya Indonesia dapat melakukan
penangguhan terhadap kapal asing dari Negara yang telah melakukan
pelannggaran hak lintas di alur laut kepulauan Indonesia baik yang telah
meratifikasi maupun Negara yang belum meratifikasi UNCLOS 1982.
penangguhan harus dilakukan dengan memberitahukan kepada Negara asal kapal
asing tersebut berserta pelanggaran yang dilakukannya sebagaimana yang telah
diatur didalam Pasal 13 ayat (1) Undang — Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang
Perairan Indonesia “ dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2002 pasal 14 ayat (1) Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam
Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia, selain itu sesuai dengan

pasal 25 ayat (3) UNCLOS 1982 Negara pantai.

B. Saran
Saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan
yang dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi kembali mengenai Alur Laut Kepulauan Indonesia
sebagai jalur perlintasan baik bagi Negara yang sudah meratifikasi UNCLOS
1982 maupun bagi Negara yang belum meratifikasinya, karena hal ini

menyangkut pertahanan keamanan wilayah laut Negara Kesatuan Republik
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Indonesia.

. Dalam hal pengaturan wilayah perairan khususnya Alur Laut Kepulauan
Indonesia selain yang diatur didalam Undang-Undang No 6 tahun 1996,
Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2002, Peraturan Pemerintah No 37 Tahun
2002 dan UNCLOS 1982, Indonesia sebaiknya melengkapi peraturan
perundang-Undangan mengenai pelanggaran hak litas di alur laut kepulauan,
sejalan dengan UNCLOS 1982 telah menjadi prinsip umum hukum, sudah
dapat dipandang sebagai hukum internasional kebiasaan, seharusnya dapat
digunakan sebagai landasan hukum bagi Indonesia dalam menegakkan
pelanggaran ketentuan lintas di ALKI oleh kapal dari negara bukan peratifikasi
UNCLOS 1982.

. Lebih meningkatkan lagi pengawasan di wilayah Perairan Negara Kesatuan
Republik Indonesia oleh kementrian pertanahan dan TNI dengan didukung
oleh sarana dan prasarana yang memadai, karena yang kita ketahui bahwa
perairan Indonesia sangat luas terbentang dari sabang sampal merauke namun

sarana dan prasarana yang kita miliki kurang memadai.
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